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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.03/2010 

TENTANG  
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai 
Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 
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Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5069); 

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI 
LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

2. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

3. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak. 

4. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, 
ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 
tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009, dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai 
berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa 
karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 
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